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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 78 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2]
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistermn
Perencanaan Pembangunan Nasional, periu menyusun
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Katingan;

b. bahwa untuk menjamin konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi
pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional
dan daerah, program dan kegiatan vang ditetapkan dalam
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang menjadi landasan penyusunan Kkebijakan Umuin
Perubahan Anggaran (KUA] dan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD};

c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Katingan Tahun 2017, disusun
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan
Triwulan Il RKPD Tahun 2017, yang menunjukan
perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan

sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan

prioritas daerah, Silpa Tahun 2017, perubahan asumsi A/




pendapatan daerah, Pergeseran Keglalan antar Sdatuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan
kegiaian,penambahan kegiateul baru/kegiatan alternatid,
penambahan atau pengurangan target Kinerja dan pagu
Kegiatan, serta perubahan lokast dan kelompok sasaran
kegiatan, maka Peraturan DBupati Nomor 44 Tahun 2017
perlu ditetapkan perubahan,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a, huruf L dan hurul ¢ dialas, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati katingan.

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tcmang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyvan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4180);

b

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor <47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4280);

3. Undang-Undang Nomwor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembdran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahun

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1):

'Ul

Undang-Undang Nomwor 33  Tdhun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor +438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-




~1

10.

11.

12.

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578];

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663},

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4813);




13.

14,

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan {Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2005 Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2005 Nomor 16),;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2003-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008
Nomor 2};

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah {RPUJMD} Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018
{Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013
Nomor 30);

Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016
Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 35);

Peraturan Bupati Katingan Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan A/




Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2016 Nomor 288};

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalitan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomaor 446);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 113);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KATINGAN TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor
44 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2017 Nomor 288), diubah sebagai berikut :
1. Diantara Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ditammbahkan 2
(dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga Pasal 2A
dan Pasal 2B berbunyi sebagai berikut : A/
Pasal 24




Perubahan Rencana kerja Pembangunan Daerah {RKPD]

Kabupaten Katingan Tahun 2017 disusun dengan
sistematika sebagai berikul .

BAB | PENDAHULUAN
BABII EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il
TAHUN 2017

BAB [l RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017

BABV PENUTUP

Pasal 2B

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pernyvusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dijelaskan tentang Perubahan RKPD
Tahun 2017 dalam Pasal 285 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannva pada tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai decngan

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

2. Perkembangan keadaan dalam tahun herjalan seperti:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program
dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan; dan/atau
¢. keadaan darurat dan keadaan luar hiasa sebagaimana

£

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.




2. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1
(satu] Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga Pasal 7A berbunyi

sebagai herikut :

Pasal 7A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD} Kabupaten Katingan Tahun 2017 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Bupati ini dan merupakan bagian

yvang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II

Peraturan Bupall ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal, 34 1u15 2017

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

di Kasongan

31 duli 2717

NIKODEMOS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017
NOMOR 3(3




